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ABSTRACT

Regional cooperartion is an issue which _shouldl bt paid attention b.y1
the governent since its role helps addressir.tg sgaai, politi n:a! and eco?f}rlmcal
problems as negative impacts from the implementation of u,qg}lo‘naf
authonomy. Based on this issue, this study was focusedl on the 101(.. 2f
regional cooperation in addressing economic problems _l|ke !C,'W sca'f;ion
economy. Applying the case of Barlingmascakeb as a 1'eg1ona_]fo?perc|1mal
institution, this study was aimed at analysing whether the pult{.y‘ 0 r‘egjlt. ;
on is an appropriate strategy for strengthem.ng reglon.al
This study used game theory and transaction (‘._ost in

Results of this sudy showed that the formation of
ffective and efficient to improve regional scale of

cooperation formati
scale of economy.
analysing the data.
regional cooperation was €
economy.

Keywords: game theory analysis, regional cooperation, regional scale of

economy, transaction cost analysis

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah yang efektif dilaksanakan sejak
tahun 2001 telah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah

meningkatkan  kemandirian dalam  melaksanakan

untuk
masyarakat.

pembangunan bagi  pencapaian kesejahteraan !
Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk .]eblh
mendekatkan ~ pemerintah kepada masyarakatnya, sehingga
pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat dllakukan“Dengan
otonomi daerah permasalahan pembangunan yang muncul di daerah
dapat segera diselesaikan oleh pemerintah daerah tanpa harus
menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Karena daerahlah yang
sebenarnya lebih memahami terhadap berbagai permasfalahan yang
ada di wilayah masing-masing. Pada dasarnya pemberian otonomi
kepada daerah dimaksudkan agar pelayanan pembangunan oleh

pemerintah kepada masyarakat dapat lebih cepat dan akurat
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dilakukan sehingga kesejahteraan masyarakat akan dapat lebih
meningkat. Dalam kenyataannya hasil pelaksanaan otonomi daerah
di Indonesia masih jauh dari harapan untuk dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Data statistik menunjukkan bahwa
meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi pada periode tahun 1996
sampai dengan tahun 2011 mengalami kenaikan, namun persentase
jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran di Indonesia
sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah tidak mengalami
penurunan. {BPS, 2011).

Kegagalan pelaksanaan otonomi daerah dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh dua hal. Pertamas,
munculnya permasalahan sosial politik sebagai akibat dari ekses
negatif pelaksanaan otonomi daerah. Seperti dalam banyak kasus,
otonomi daerah telah dipersepsikan secara variatif oleh beberapa
pemerintah daerah. Diantaranya mereka menganggap bahwa
otonomi daerah sebagai momentum untuk memenuhi keinginan
daerahnya sendiri tanpa memperhatikan konteks yang lebih luas
yaitu kepentingan negara secara keseluruhan dan kepentingan
daerah lain yang berdekatan. Akibatnya, muncul beberapa gejala
negatif antara lain berkembangnya sentimen primordial, konflik
antar daerah, berkembangnya proses KKN, konflik antar penduduk,
eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, dan munculnya
sikap “ego daerah” yang berlebihan (Keban, 2010).

Dalam perspektif sosial politik, kita mengenal batas wilayah
administratif sesuai peraturan perundangan, dan batas wilayah
fungsional sesuai hubungan sosial ekonomi lintas batas
administratif. Setiap daerah memiliki batas wilayah administratif
yang ditentukan secara formal melalui peraturan perundangan, akan
tetapi dalam kenyataan berbagai masalah dan kepentingan sering
muncul sebagai akibat dari hubungan fungsional di bidang sosial
ekonomi yang melewati batas-batas wilayah administratif tersebut.
Agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat
diselesaikan bersama dan sebaliknya agar banyak potensi yang
mereka miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama maka
kerjasama antar daerah perlu untuk dilakukan (Keban, 2010).
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Kedua, hampir setiap daerah menghadapi persoalan
ekonomi berupa rendahnya skala ekonomi yang dimiliki oleh
masing-masing daerah sehingga setiap daerah menjadi sangat sulit
untuk mengembangkan kegiatan perekonomian ~ daerahnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memperkuat skala ekonomi
bagi daerah yang perekonomiannya kecil dapat dilakukan dengan
bekerjasama dengan daerah lain (Brodjonegoro, 2008). Dengan
adanya kerjasama antar daerah yang difokuskan pada kerjasama
dalam bidang pengembangan ekonomi maka masing-masing daerah
diharapkan dapat saling bersinergi dalam meningkatkan skala
ekonomi daerahnya. Dengan bekerjasama nilai keekonomian suatu
bidang kegiatan akan dapat ditingkatkan sehingga hasilnya akan
dapat lebih menguntungkan. Di samping itu, dengan bekerjasama
efisiensi pembiayaan akan dapat ditingkatkan lkarena biaya
operasional suatu kegiatan akan menjadi beban semua daerah yang
terlibat daiam kegiatan kerjasama tersebut. Berkaitan dengan hal
tersebut, menjadi penting untuk mengetahui apakah adanya
kerjasama antar daerah dapat menjadi solusi bagi upaya penguatan
skala ekonomi daerah. Dalam rangka untuk mengetahui hal tersebut
penelitian ini kemudian dilakukan.

Dengan mengambil kasus pada lembaga kerjasama antar
daerah BARLINGMASCAKEB, penelitian  ini bertujuan untuk
menganalisis kebijakan pembentukan kerjasama antar daerah
sebagai strategi penguatan skala ekonomi daerah.

METODE PENELITIAN

penelitian dilakukan di lima kabupaten di Provinsi Jawa
Tengah yang tergabung di dalam lembaga kerjasama antar daerah
BARLINGMASCAKEB yaitu: Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga,
Banyumas, Cilacap dan Kebumen. Data yang digunakan dalam
penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder,
Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan
kuesioner dan wawancara mendalam.
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4 Untuk mendapatkan data primer yang diperlukan dalam
: penelitian ini diambil dari responden dengan cara purposive
. _.Mpﬂng, yaitu cara pengambilan sampel dengan memilih responden
| ng dianggap memahami terhadap permasalahan yang diteliti
Mureka adalah para pengusaha, anggota Dewan Eksekutif dan
onal Manager BARLINGMASCAKEB, aparat pemerintah daerah
- W Dinas Perdagangan, Pariwisata, Penanaman Modal dan
stasl, Bappeda., Tenaga Kerja, Energi dan Sumberdaya Mineral
piti pakar di bidang otonomi daerah. Adapun metode analisis yang
gunakan untuk mengetahui apakah kebijakan pembentukan
pinbiaga kerjasama antar daerah merupkan strategi yang tepat dalam
_ meningkatkan skala ekonomi daerah dilakukan dengan
puunakan analisis game theory (game theory analysis) (Anwar,
114), dan analisis-biaya transaksi (Yustika, 2008).

(iame theory menganalisis interaksi sosial manusia dengan
Lnunakan suatu model strategi permainan. Model ini memakai
_Illl matematika untuk membantu memahami pilihan strategi
" perlu diambil oleh setiap pemain. (Nachrowi, 2007). Analisis
¢ theory digunakan untuk mengetahui apakah dalam
pnglatkan skala ekonomi daerah akan lebih menguntungkan
ihlla dicapai melalui kerjasama antar daerah atau tanpa
Ne jusama antar daerah. Analisis dilakukan dengan menghitung
il payoff dari masing-masing kabupaten dalam aktivitas
| tan skala ekonomi daerah. Payoff adalah penalti yang harus
iny atau reward yang diperoleh masing-masing aktor atau
J dalam analisis permainan tersebut. Secara sederhana
tulsl para pemain (lima kabupaten) dalam meningkatkan skala
uml daerah dapat digambarkan sebagai berikut:
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Tabel 1. Matriks Payoff Kerjasama Antar Daerah dalam Meningkatkan
Skala Ekonomi Daerah

EMPAT KABUPATEN

Pemain/ Strategi EREjpiataa Bek.gi'(jj::ama
g=1) (=2)
KABUPATEN Bekerjasama X T . - ¥
(AB,C,D atau (i=1)
E)
Tidak b STRR £ Xy ¥y
Bekerjasama
o (i=2) i
Keterangan:

X(.j = Pay off kabupaten yang dianalisis jika mengambil strategi ke-i dan
empat kabupaten lainnya mengambil strategi Ke-j.
Y. = Pay off empat kabupaten lainnya jika mengambil stretegi ke-j dan

kabupaten yang dianalisis mengambil strategi ke-i.

Ada dua strategi yang dapat dipilih oleh pemerintah daerah
dalam meningkatkan skala ekonomi daerah, yaitu strategi: (1) tidak
bekerjasama; atau (2) bekerjasama. Apabila tidak bekerjasama maka
masing-masing pemerintah daerah akan bekerja sendiri dan akan
menanggung seluruh biaya yang harus dikeluarkan dalam upaya
meningkatkan skala ekonomi daerah masing-masing berupa belanja
langsung dari kegiatan pengembangan pariwisata, perdagangan,
ketenagakerjaan, pertambangan dan investasi. Sebaliknya masing-
masing daerah juga akan memperoleh penerimaan sebagai akibat
dari pengembangan dari berbagai bidang tersebut dalam bentuk
retribusi pariwisata, PDRB perdagangan, pendapatan tenaga kerja,
penerimaan pajak pertambangan daerah dan nilai investasi yang
masuk ke daerah.

Apabila memilih  bekerjasama berarti masing-masing
pemerintah daerah harus bersedia saling membantu dalam upaya
meningkatkan skala ekonomi daerah. Konsekuensi yang harus
ditanggung oleh masing-masing daerah apabila mereka bersedia

Bamﬁm:q Tri Harsanto

bekerjasama adalah adanya tambahan biaya yang harus
luarkan berupa iuran bersama untuk kegiatan promosi potensi
DI ol daerah secara bersama. Namun demikian, mereka juga akan
¢l'lma keuntungan berupa berkurangnya biaya transaksi sebagai
b t dari adanya kerjasama antar daerah. Di samping itu, akibat
3 danya sinergi dari kerjasama antar daerah maka pendapatan
| masing-masing daerah dalam bentuk retribusi pariwisata, PDRB
r ngan, pendapatan tenaga Kkerja, penerimaan pajak
mbangan daerah dan nilai investasi yang masuk ke daerah juga
meningkat.
3 Untuk mengukur efisien tidaknya desain kelembagaan
Mama antar daerah dalam upaya meningkatkan skala ekonomi
ih digunakan alat analisis ekonomi biaya transaksi (transaction
¢ Ilhomfcs]. Hipotesis dari analisis ini adalah semakin tinggi
l_._‘ﬂ_;'lnsaksi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi {transaksi),
'. kian tidak efisien kelembagaan yang didesain; demikian
' (Yustika, 2008). Atas dasar asumsi tersebut, untuk
efisien tidaknya desain kelembagaan kerjasama antar
BARLINGMASCAKEB  dilakukan  dengan  mengukur
Adnan indikator dari variabel biaya transaksi pada aktivitas
kutan skala ekonomi daerah sebelum program dan sesudah
i sebagai berikut:

2 __Aktlvitas Biaya Transaksi Pada Kegiatan Peningkatan Skala
~ Lkonomi Daerah

~ Aktivitas _
~ Ekonomi Biaya Transaksi

1. Biaya pembuatan rencana kegiatan

(]

. Biaya promosi potensi daerah

98]

. Biaya yang dikeluarkan dalam mengurus
perijinan
. Biaya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

. Biaya pembuatan rencana kegiatan
. Biaya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Biaya yang dikeluarkan untuk mengakses
J_informasi lowongan pekerjaan

W N s
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Aktivitas ; :

No. Blesnornl Biaya Transaksi
3. Kegiatan 1. Biaya promosi wisata

5en.ge.rnbangan 2. Biaya pembuatan rencana kegiatan

ariyyisala 3. Biaya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

4. Kegiatan 1. Biaya promosi pengelolaan tambang

Pengelolaan 2. Biaya pembuatan rencana Kegiatan

Pertambangan

3, Biaya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Game Theory

Berdasarkan hasil analisis game theory yang digunakan
untuk mengetahui apakah dalam meningkatkan skala ekonomi
daerah akan lebih menguntungkan apabila dicapai melalui kerjasama
antar daerah atau tanpa bekerjasama antar daerah, diperoleh nilai
payoff dari masing-masing kabupaten dalam aktivitas meningkatkan
skala ekonomi daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Matriks Payoff Game Interaksi Masing-Masing Kabupaten Dengan
Empat Kabupaten Lain Dalam Meningkatkan Skala Ekonomi Daerah

e Empat Kabupatén

Tidak Beker]'asama-

Pemain/ Strategi Bek?jasama

(Milyar Rp.)

{Milyar Rp.)

Bekerjasama
Bnj.Negara Tidak
Bekerjasama )

148,336 ;832,682
133,831; 754174

133.831; 754,174
133,831 ;754,174

Bekerjasama
Pb.Lingga Tidak
Bekerjasama

74631 ; 906,386
67,478 ; 820,527

67,478 ; 820,527
67.478 ;820,527

RBekerjasama
Banyumas Tidak
Bekerjasama

226,850 ; 754,167
205,236; 682,769

205,236 ; 682,769

205,236 ; 682,769

Bekerjasama
Cilacap Tidak

291,273 ; 689,745
263,972 ; 624,033

263,972 ; 624,033
263,972 ; 624,033

Bekerjasama
Bekerjasama

Kebumen Tidak
Bekerjasama

239,926 ; 741,092
217,486 ; 670,520

217,486 ; 670,520
217,486 670,520

Sumber: Data sekunder diolah
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g Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk Kabupaten
ijarnegara apabila bekerjasama dengan empat kabupaten yang
.!kln mendapatkan nilai payoff sebesar 148, 336 milyar rupiah

uiglan apabila tidak berkerjasama hanya mendapatkan nilai

] sebesar 133,831 milyar rupiah. Untuk Kabupaten Purbalingga

bekerjasama dengan empat kabupaten yang lain akan

patkan nilai payoff sebesar 74,631 milyar rupiah sedangkan

| tidak bekerjasama hanya mendapatkan payoff sebesar 67,478
I rupiah. Kabupaten Banyumas apabila mau bekerjasama akan

iapatkan nilai payoff sebesar 226,850 milyar rupiah dan apabila

JUIL bekerjasama hanya mendapatkan nilai payoff sebesar 205,

Milyar rupiah. Bagi Kabupaten Cilacap apabila mau bekerjasama
A empat kabupaten yang lain akan mendapat keuntungan

W 291,273 milyar rupiah sedangkan kalau tidak bekerjasama

un mendapatkan keuntungan sebesar 263, 972 milyar rupiah.

n bagi Kabupaten Kebumen apabila mau bekerjasama
_3 empat kabuoaten yang lain akan mendapatkan manfaat

I #39, 926 milyar rupiah namun apabila tidak bekerjasama
in mendapatkan keuntungan sebesar 217,486 milyar rupiah.

Hasil tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa
. ma adalah strategi terbaik yang harus dipilih oleh masing-
.‘_‘_klbupaten apabila ingin meningkatkan skala ekonomi
Magll ini memberikan implikasi bahwa egoisme antar daerah
langat berkompetisi antar daerah sebagai ekses dari
un otonomi daerah harus dihilangkan. Sebagai gantinya
mbuhkan adanya semangat berkolaborasi antar daerah dan
.ll'-iiuan untuk bekerjasama dalam memanfaatkan potensi

W ekonomi daerah yang terbatas untuk kepentingan

I Hiaya Transaksi

| i hasil analisis biaya transaksi yang dilakukan untuk
Il ofisiensi kelembagaan kerjasama antar daerah dalam
kan skala ekonomi daerah menunjukkan bahwa dengan
baga kerjasama antar daerah dapat menurunkan biaya

pada  kegiatan peningkatan skala ekonomi daerah.
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Beberapa tabel berikut secara ringkas menggambarkan hasil analisis
biaya transaksi dalam aktivitas meningkatkan skala ekonomi daerah
sebelum dan sesudah adanya lembaga kerjasama antar daerah.

Pada program yang berkaitan dengan fasilitasi investasi
daerah ada tiga kegiatan yang berpeluang menimbulkan biaya
transaksi yaitu kegiatan promosi potensi daerah, pembuatan rencana
program dan Kegiatan monitoring dan evaluasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa biaya transaksi telah terjadi pada tiga kegiatan
tersebut baik sebelum adanya kerjasama antar daerah maupun
sesudah adanya kerjasama antara daerah sebagaimana terlihat pada

tabel-tabel berikut.

Tabel 4. Biaya Transaksi Promosi Potensi Daerah untuk
Mendatangkan Investasi
Kabupaten Rata-Rata Sebelum Rata-Rata Sesudah
Program (Rupiah) Program (Rupiah)
| Banjarnegara  237.500.000 100.000.000
Purbalingga 56.660.000 20.000.000
Banyumas 409.851.250 201.666.667
Cilacap 333.800.000 198.333.333
| Kebumen 187.500.000 75.000.000
Sumber: Data sekunder diolah.
Tabel 5. Biaya Transaksi Pembuatan Rencana Program
Mendatangkan Investasi di Daerah.
_Kabupaten Rata-R—ata Sebelum Rata-Rata Sesudah
Program (Rupiah) Program (Rupiah)
Banjarnegara 0 " 0 o
purbalingga 10612000 | 5000.000
| B;{yumas 0 0
" C;!acap 0 e
?ebumg— 0 __‘____‘__'___Q____.

§umber: Data sekunder diolaﬁ.
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6. Biaya Transaksi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Mendatangkan Investasi di Daerah.

Rata-Rata Sebelum Rata-Rata Sesudah
Prqgr_’ilm (Rupiah) Program (Rupiah)
4.000.000 0
5.000.000 0
2.000.000 0
80.000.000 41.666.667
32.500.000 0
it Data sekunder diolah.

§ Namun demikian, data di atas menunjukkan bahwa
biaya transaksi tetap muncul dalam berbagai kegiatan
in fasilitas investasi di daerah, tetapi dengan adanya
M antar daerah dapat mengurangi biaya transaksi yang
ulam program fasilitasi investasi daerah.

I.Plda aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan
.'“-hltenagakerjaan, biaya transaksi yang berpeluang muncul
puda kegiatan pembuatan rencana kegiatan, monitoring dan
.lll'tﬂ aktivitas masyarakat dalam mengakses informasi
_I;tonnga kerja. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa biaya
| hanya terjadi pada pembuatan rencana kegiatan dan
..}( monitoring dan evaluasi program ketenagaerjaan
i terlihat pada tabel-tabel berikut.

Hiaya Transaksi Pembuatan Rencana Kegiatan Bidang
tenagakerjaan

Rata-Rata Sebelum Rata-Rata Sesudah
Program (Rupiah) Program (Rupiah)
0 0
6.000.000 5.000.000
0 0
g 0 0
0 0 it

ati sekunder diolah,
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Tabel 8. Biaya Transaksi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Ketenagakerjaan.
" Kabu paten_ Rata-Rata Sebelum Rata-Rata Sesudah
Program (Rupiah) Program (Rupiah)

' Banjarnegara 0 o 0

Purbalingga 2.500.000 2.500.000
_Banyumas 0 = o

Cilacap 0 0
i Kebumen 0 0

Sumber: Data sekunder diolah.

Meskipun pada penyelenggaraan program ketenagakerjaan
masih menimbulkan adanya biaya transaksi baik pada kondisi
sebelum adanya kerjasama antar daerah maupun sesudah adanya
kerjasama antara daerah, namun secara spesifik hanya terjadi di
Kabupaten Purbalingga sedangkan di ke empat kabupaten lainnya
tidak terjadi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa di Kabupaten
Purbalinga untuk kegiatan pembuatan rencana program terjadi
penurunan biaya transaksi setelah dilakukan kegiatan kerjasam
antar daerah.

Pada program Kegiatan pengelolaan pertambangan biaya
transaksi berpeluang terjadi pada kegiatan pembuatan rencana kerja,
promosi potensi tambang dan kegiatan monitoring dan evaluasi
program. Namun demikian, data menunjukkan biaya transaksi hanya
muncul pada kegiatan monitoring dan evaluasi sedangkan pada
kegiatan pembuatan rencana kerja dan promosi potensi tambany
tidak terjadi adanya biaya transaksi. Tabel berikut menggambarkan
besarnya biaya transaksi pada kegiatan monitoring dan evaluasi
kegiatan pengelolaan pertambangan di wilayah Barlingmascakeb.

Tabel 9. Biaya Transaksi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Pengolahan Pertambangan

rkabﬁpaten Rata-Rata Sebelum Rata-Rata Sesudah
(S Program (Rupiah) Program (Rupiah)
| Banjarnegara 0 L O enuudisn
Purbalingga 45.000.000 26.666.667

Banyumas 32.500.000 24.000.000
| Cilacap 30.000.000 ~30.000.000
| Kebumen 0 WAL | PTG

Sumber: Data sekunder diolah.
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Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun biaya
| Al tetap terjadi pada kegiatan monitoring dan evaluasi, namun
uh udanya kerjasam antara daerah, kegiatan tersebut dapat

AN terjadinya biaya transaksi pada aktivitas pengelolaan
ihungan di kabupaten anggota.

Pada program kegiatan pengembangan pariwisata, biaya
alisl dapat muncul dalam berbagai kegiatan seperti pada
4 pembuatan rencana kegiatan, kegiatan promosi wisata serta
monitoring dan evaluasi. Namun, dari hasil temuan di
an menunjukkan bahwa biaya transaksi ditemukan pada
tan promosi wisata dan pembuatan rencana kerja sedangkan
itan monev tidak muncul adanya biaya transaksi. Tabel

Rata-Rata Sebelum RatajPi;ta Sesudah
Program (Rupiah) Program (Rupiah)
17.500.000 0o
40.000.000 13.283.667 |
77.161.000 75.000.000
kL 670.000.000 © 322.583.333
\ 436.986.000 163.216.469

Data sekunder diolah.

. Miaya Transaksi Pembuatan Rencana Kegiatan
Pengembangan Pariwisata

Rata-Rata Sebelum Rata-Rata Sesudah
Program (Rupiah) Program (Rupiah)
125.000.000 66.666.667
0 0
24.806.400 0
0 e R |
18.750.000 ~ 13.333.333 |
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Namun demikian, meskipun masih terjadi adanya biaya
transaksi dalam kegiatan pengembangan pariwisata, adanya
kerjasama antar daerah dapt menekan terjadinya biaya transaksi
yang lebih besar. Berdasarkan fakta-fakta tersebut secara umum
dapat disimpulkan bahwa biaya transaksi masih ada pada berbagai
kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan skala ekonomi daerah,
namun setelah adanya kegiatan kerjasama antar daerah berbagai
biaya transaksi tersebut dapat dikurangi. Dengan demikian, dari
aspek kelembagaan keberadaan lembaga kerjasama antar daerah
efisien karena dapat mengurangi biaya transaksi yang timbul dari
kegiatan peningkatan skala ekenomi daerah.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis game dan analisis biaya transaksi di atas
dapat disimpulkan bahwa pembentukan lembaga kerjasama antar
daerah merupakan strategi yang tepat bagi upaya peningkatan
ckala ekonomi daerah. Hasil ini memberikan implikasi bahwa
egoisme antar daerah dan semangat berkompetisi antar daerah
sebagai ekses dari pelaksanaan otonomi daerah harus dihilangkan
Sebagai gantinya perlu ditumbuhkan adanya semangat berkolaborasi
antar daerah dan adanya kemauan untuk bekerjasama dalam
memanfaatkan potensi sumberdaya ekonomi daerah yang terbatas
untuk kepentingan bersama. Namun demikian, untuk dapat
mencapai hal tersebut dibutuhkan adanya komitmen dari kepali
daerah untuk senantiasa menyediakan dukungan penyediaan
berbagai sumber pendanaan bagi keberlangsungan lembaga
kerjasama ini dalam menjalankan kegiatannya.
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